BUPAT! BANGGAI
PROVINSI SULAWES! TENGAH

PERATURAN DUPATI BANGQA!
NOMOR 30 TAHUN 2022

TENTAND

TATA CARA PEMBERIAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN

Memmbang -

Memgpngat

HIBAH DAN BANTUAN SOSIAL
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI BANGGAL

bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 58 ayat (4)
‘dan Pasal 59 ayat (4) Peraturan Daerab Nomor 12 Tahun 2021
tentang Pengelolnan  Keuangan Daerah, perlu  menetapkan
peraturan  Bupati  tentang Tata Cara Pemberian dan
Pertanggungjawaban Hibah dan Bantuan Sosial,

1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan
Daerah-daerab Tinglat I i Sulawesi (Lembaran Negara
Republik Ihdonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan
Lembaran Negara Republlk Indonesia Nomor 1822),

20 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah [Lembardn Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 234, Tambahen Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5587) sebapaimans: telah diubah terakbir dengan
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan
Keuangan antara Pemermtah Pusat dan Pemerintah Daerah
[Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4,
Tamhbahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757

3, Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 fentang
Pengelolpan Reuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indunesia Tahun 2019 Namor 42, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6322);

4 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tuhun 2020 tentang
Pedoman Telknis Pengelolian Keuangin Daerah (Benta Negam
Republik Indenesia Tahun 2020 Nomar 1781},

5  Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2021 tentang Pengelolann
Keuangan Daerah [Lembarnn Daerah Kabupaten Bangga
Tahun 2027 Nemeor 12, Tonmbahoan  Lembamn  Daemh
Habupaten Banggal Nomor 14:4],
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MEMUTUSKAN -

Menetnpkan . PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PEMBERIAN DAN
PERTANGOUNGJAWABAN HIBAH [IAN BANTUAN SOSIAL.

BAB |
RETENTUAN UMUM

Pasal |

Dalam Pernturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Hibah adalah pemberian uang/barang atau jasa dari pemerintah daerah
kepada pemerintah atau pemenntal doerah ninnya, perusahaan daerah,
masyarakat dan organisasi kemasvarakatan, vang secara spesifik telah
ditetapkan peruniukannya, bersifat tidak wajih dan tidak mengikat, serta
fidak  secarn  terus  menerus  vanp  bertujuan untuk  menunjang
penyelenggaraan urusan pemerintah daerah,

2. Bantuan Sosial adalah pemberian bantunn berupa uang/barang dan
pemerintah  daerah  kepada  individu, keluarga, kelompok dan/atau
masvarakat vang sifatnya tidak secara terus menerus dan selektil vang
bertujuan untuk melindung dari kemungkinan terjadinya resiko sosal.

3. Resiko susial adalah Wejadian atau peristiwa yang dopat metumbulkan
potensi terjadinya kerentanan sosial yang ditanggung oleh individu, keluarga,
kelompok dan /fatau masyarakat sebagai dampak krisis sosial, knsis ekonomi,
krisis politk, fenomena alam dan bencana alam vang jika tidak dibenkan
belanja Bantuan Sosial akan semakin terpurtk dan tidak dapat mdup dalam
lomdist wagar

4. NMaskah Peganjian Hibah Daerah selanjutnya disingkat NPHD adalah naskah
perjamjian hibah vang bersumber dan Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah antara Pemerintah Daerah dengan penenma Hibah,

5  Keuappan Daerah adalaly semuoa bhak dan kewajiban daerah dalam rangka
penvelenggaraan Pemerintahan Daerah yang dapar dinilni dengan uang
iermasuk didalamnya segala bentuk kekavaan vang berhubungan dengan
hak dan kewajiban daernh

6. Angearan Pendapatan dan Belangs Daernh vang selamumya disingkat APBD
adalah rencans keuangan tahunan pemenniahan doerah yang dibahas dan
disetujui bersama oleh pemerintah doerah dan Dewan Petwakilan Rakvat
Daerah dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah

7. Pejabat Penpelola Keuangan Daerah yang selamutnyi disingkat PPRD adalah
kepitla satuan kerja pengeluli heviigan davrab vang mempunya Hgas
melaksanakan pengelolaan APBIY dan bertindak sebaga RBendahnra Umiam
Daerah . ,

8 Rencana Kerja dan Anggaran MPRD vang selamgutnyn disingkat REA-PPRD

 adalah rencana kerja dan anggaran Badan Pengelola Keuangan dan Aset
Dastah selaku Bendaharn Umum Daerah,
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9. Reneans Kerfa dan Anggaran SKPD yang selanjutnyn disingknt REA-SKPD
adalah dokumen perencannan dan penganggaran yang berisi program,
kepiutan dan anggarsn SKPD.

10. Dokumen Pelaksanaan Angaaran SKPD vang selanjuinya disingkat DPA-
SKPD adalah dokumen yang memunt pendupatan dan belanja setinp SKPD
vauy digunakan sebagni dasar pelaksanaan oleh pengguna anggaran

11. Dokumen Pelalsanaan Perubahan  Anpgaran SKPD vang selanjutnva
disinghkat DPPA-SKPD ndalah doltumen yang memuni perubahan pendapatan
dan belanja yang digunnkan sebagai dasar pelnksannan perubahan anggamn
oleh pengEina angeamn,

12, Sural Permintaan Pembavaran Langsung yang selanjutriya disingkat SPP-LS
pdatah dokumen yang dajulmn oleh Bendahurn Pengelunian/Bendahara
Pensgeluaran Pembantu SKPD/Unit SKPD untuk penerbitan Surat Perintah
Membavar Langsung.

13. Surat Perintah Membayar Langsung yang selanjutnya disingkat SPM-LS
adalah dokumen vang digunakan/diterbitkan oleh SKPD/Unit SKPD untuk
penerbitan Surat Perintah Pencairan Dane atas beban pengeluaran DPA-
SKPD kepada pihak penerimn Hibah atnu Bantuan Sosial.

14 Surit Perintih Pencairan Dana Langsung yang selanjutnya disingkat SP2D-
LS adalah Dokumen vang digunakan schagai dasar pencairan dana yang
diteritkan oleh Kuasa Bendohara Umum Daerah berdasarkan SPM.

15 Davral adaleh Daerah Kabupaten Banggai.

16. Permerintah Daerah adalah Bupati sehagai unsur penyelenggara Pemenntah
Daerab wang memimpin pelaksanaan urisan pemerintahan vang menjadi
kewenungan daerah otonom,

17. Gubernur adalah Qubernur Sulawesi Tengah.

18 Bupati adalah Bupati Kabupaten Banggai.

19. Satuan Kerja Peranghkat Daerah atau Peranghkat Daernh vang selanjuinya
disingkat SKFD/PD adalah Satuan Kerju Peranghat Daerah pada Pemenniah
Daerah selako Pengguna Anggaran/Barang

20, SKPD/PD terkait adalah SKPE yang berkiitan dengan pemberian Hibah dan
Bantuar Sosal

21 Upit SKPD adalah baglan SKPD yang melaksanakan 1 (satu) atnu beberiapa
Progrim

27 Hadan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah vang selanjutnva disingkat
APKAD adwlah Badan Pengelolann heuangan dan Aset Dacrah Kabupaten
Banggal.

23. Kepala Badan Penjelolnan Keuangan dan Aset Daerah vang selanmjuimva
diseliat hepals BPEAD adulah Kepald Badan Pengelolaan Reuwangan dan Aset
Daernh Kabupaten Banggai

24 Inspekioent adalah Inpektorat Kabupaten Banggal

25, Tim Angearan Pemerintah Dacrah yang selanjutnya disingkat TAPD sdalah
Hm yang dibeniuk dengan keputusan Kepala daerah dan dipimpin oleh
sekretaris daerah vang mempunyal tugas menyinpkan seria melnkaanakan
kelnjnkan kepala daerah dalam rangka penyusunan APBD vang anggotanya
terdiri dar pejalmi perencann duerah, PPRD dan pejabat lainnyva sesual
denpan keluituhan.
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Pagal 2

Ruang linpkup yang diglur dalsm Persturan Bupati ini meliputl .
a. Hibah;

b. Pelaksanaan dan Penntausahaan;

. Pelaporan dan Pertanggungiawaban:

d.  Bantuan Sosial; dan

¢. Monitoring dan Evaluasi.
BARB N
HIBAH

Bapian Kesatu

Umbmi
Panal 3

(1) Pemerintah Dasrah dapal memberikan Hibah sesuai kemampuan keuangan
Dacrah,

(2) Hibah sebagaimana dimaksud pada ayal (1] dapat berupa:

a uang;

b. barang: dan/atau

€. jAsa, .

(3] Hibah sebigaimana dimaksud pada ayat (2] diberikan oleh SKPD terkait atas
nama Bupati,

(4] Pemberian Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diiakul-u:_m seielah
mempriorntaskan pemenuhan helanja urusan wajib dan belanja urdsan
pilihan: . o

(5 Pemberian Hibah sebagaimana dimaksud pada avat (1) dltLEJuhan untuk

" menunjang pencapaian sasaran program dan keglatan Pemerintah Daerah
sesua urgens| dan kepentingan Daerah dalam menidukung terselengearanya
fungsi pemerintahan, pembangunan dan kemasvarakatan dengan
memperhatkan asas keadilan, kepatulan, rasionalitas, dan manfaat untuk
masyarakat. -

(6] Pembernan Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memenuhi kntena
paling sedikil.
a4 peruntukannya secara spesifik 1elah ditetapkan,

b. hersifat tidak wajib, tidak mengikat; dan

¢ ldak secara terus menerus setinp tahun anggaran, kr;unl{:
| kepada Pemerintah Pusat dalam rangka mondukung pm}'rlupggamnn

pemerintahan dnerah untuk keperluan mendesak sesuil dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan: dan fatau;
2 dJditentukan lamn aleh peraturan perundang- undangah;

d. memberikan nilal manfant hag Premerintah Daerah dalam mendukung
terzelenggaranya RN pemenntahan, pembangunan it
kemasyarakatan; dan

o memenuhi persyaratan pencrima Hibah
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Pnsal 4

Hiliah dapat diberikan kepada;

Pemerintah Pusat;

Pemerintah daerah lninnya,

Badan Usaha Milik Negara;

Badan Usaha Millk Daerah;

Badan, lembaga dan organisasl kemasyarakatan yang berbadnn hukum
Indonesia; dan/atau;

I. Partal Politilk.

pan o-p

Pasal &

[1) Hibah kepada Pemerimtah Pusat sebagnimana dimaksud dalam Pasal 4
hurufa diberikan kepada satuan kerjn dari kementerian/lembaga pemerintah
non kementerian yang wilayah kerjnnva berada dalam wilavah administranf
Baerah.

|2) Hibah kepada Pemetintah Daerah lainnya sebagaimana dimaksud dalam
Fasal 4 huruf b diberikan kepada daerah otonom baru hasil pemekaran
Daernh sesual dengan peraturan perundang- undangan.

(3) Hilush kepada Badan Usaha Milik Negara sebagmimana dimaksud dalam
Pasal 4 huruf ¢ dibernkan dalam rangka untuk meningkatkan pelavanan
kepada masyarakat Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan.

(4] Hibah kepada Badan Usaha Milik Daerah sehapmimana dimaksud dalam
Pasal 4 hurufl d diberikan dalam rangkn untuk meneruskan Hibah vang
diterima Pemerintah Daerah dari Pemenimeh Pusat sesuni dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan.

I5) Hibah kepada Badan dan Lembuga sehagaimana dimaksud dalam Pasal 4
hurul e diberikan kepada Badan dan Lembagu:

. vang bersifai mrlaba, sukarela dan sosinl vang dibentuk berdasarkan
peraturan perundang-undangan,

b, vang bersifat mirlaba, sukarela dan sosial vang telah memiliki Surm
Keterangan Terdaftar vang diterbitkan aleh Menteri Dalam Negeri,
Cubernur atau Bupati;

¢ vang bersifatl nirlaba. sukarela bersifut sosial kemasvarakatan berupa
kelompok masyarakat/kesatuan masyarnkat hukum ndat sepanjang
masth hidup dan sesuai dengan perkembangon masvarakat, dan
Keberadaannya diakui oleh Pemierintah Pusat dan/atau Pemerintah
Daerah melalyi pengesahan atau penetapan dan pimpinan instans
vertikal atau kepala SKPD terkait sesual dengan kewenangannva, atau

d. Koperasi yang didirikan berdasarkan ketentuan perundang-undangan

(6] Hibah kepada Organisasi Kemasvamkatan vang berbadan hukum Indonesia
sehagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf e diberikan kepada Organisasi
Kemasvarakatan yang berbadan hukum yavasan atnu organisasi masyarnkat
vang telah mendapatkan pengesaban badan bukum dad kementerian vang
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membidangl urusan hukum dan hak asasi manusin sesual ketentuan
peraturan perundang-undangan.

(7] Hibah kepads Partai Politik merupakan Lelanje Hibah berupa pemberian
bantuan keuangan kepada partai politik yang mendapatkan Kursl di DPRD
Kahbupaten sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Baglan Kedua
Pengajuan

Pisal 6

(1) Peruerintah Pueat, Pemerintoh Daerah lain, Badan Usaha Milik Negara,
Badan Usaha Milik Daerah, danfatau badan, lembaga dan organisasi
kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 4 huruf a sampai dengan huruf e dapat menyampaikan usulan
Hibah berupa uarig atiy berupa barang stau jasa paling lambai sebelum
Rencana Kerja Pemerintah Daerah ditetapkan.

(2) Usulan Hibah sebagaimana dimaksud sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
disampailean secars tertulis kepada Bupat dengan tembusan -

a. Repala SKPD/Unit SKPD sesuai urusan/tugas fungsi; dan
b. kepala Bappeda.

(3} Setiap usulan Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) hanya untuk |
[satu) surat permohonan dan | (satu) propoesal Hibah dalam kegiatan, atau
barang atau jasa vang sama.

Pasal 7

(1] Usulan tertulis dari Pemenntah Pusat, Pemenniah Dacrah lamm, Badan Usaha
Milik Negara atau Badan Usaha Milik Daerah dan/dtau badan, lembaga dan
organisasi kemasyaraltalan yasg berbadan hukum indonesia sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 6 ayal (1| terdini atas
g surat permohonan; dan
b. proposal,

(21 Surat permohenan sebagmmana dimaksud pada avat (1] huruf a
ditaratangani oleh,

@ Pemerintah Pusat oleh Penggunn Anggaran atau Kuasa Pengguna
Anggaran,;

b Pemenntah Daerah lain oleh Kepdla Daerah! dan

£. Badan Usaha Milik Negara atau Badan Usaha Milik Daerah oleh Direkiur
Urarmna

d, DBadan, lembaga dan organisasi kemasyarakatan vang berbaday hukum
indonesia aleh Ketua/Kepala/Pimpinan sesuai ketentuan peraturan
perundang-undangan.

{3} Proposal sebapaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b paling sedikit memuat;
& proposal Hibah berupa uang yakni:

. dentitas dan alamat pengusul;
2. latar belakang;
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3. maksud dan tujuan; dan
4, rincian rencana penpgunaan Hibah /Rinclan Anggaran Biaya,
h, propesal Hibah berupa barang/jasa yakni:
1. identitas dan alamat pengusul;
2. latar belakang;
3 maksud dan tujuan;
4. jenis barang/rincian pekerjaan jasa;
5. wvelume, harga/rincian biaya bararig/jasa; dan
6. lokasi pemberian barang/jasa. '
(41 Lembar akhir proposal sebagaimana dimaksud pada ayat (3] huruf a atau
huruf b ditandatangani oleh Pemohon sebagaimana dimaksud pada ayat {2].

Pasal B

(1) Usulan tertulis dari badan atau lembaga, serta Organisasi Kemasyarakatan
sehagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf e terdin atas:

a. suril permohonan;

h. proposal; dan

. kelengkapan dokumen administrasi.

[2] Surat permohonan sebapaimana dimaksud pada ayat (1) burul a
ditandatangant oleh ketua/pimpinan badan, lembaga atau Orgamsasi
Remasyarakatan.

(3) Proposal sebagaimana dimaksud pada ayat (1] huruf b paling sedikit memuat:
a. proposal Hibah berupa uang vakni:

1. identitas dan alamat pengusul,

2 Jatar belakang,

3. maksud dan tujuan; dan

4 nnoan rencana penggunaan Hibah/Rincian Anggaran Biaya)

b, proposzal Hibah berupa barang/jasa valkni:

|. identitas dan alamat penpgusul;

2 latar belakang,

3. maksud dan tuuan;

4. jenis barang/rincian peketjaan jasa,

5  volume, harga/nincian Liayva barang/jasa; dan

6. Jokasi perberian barang/ jasa _

(4] Dokumen administrasi sehagaimana dimaksud pada ayat (1] huruf e paling
sedikit terdirt atas:

a. fotokopt Kartu Tanda Pendudulk Ketua/Pimpinan badan, lembaga atau
organisasi kemasyarakaran,

b fotokopt Akta Notaris pendinan badan hukum yang felah mendapat
pengesahan dari Kementerian yang membidang urusan hukum dan hak
asasi manusia atau Keputusan Bupati tentang pembentukan
organisasi/lembaga atau dokumen lain vang dipersamakan;

¢. fowkopi Nomor Pokok Wajils Pagls;

d. [otekopl surat keterangan domisili dan Lurah/Kepala Desa setempat;

e fotokopl izin operasional/tanda daftar lembaga dari instansi yang
berwenang;
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(3}

(6)

{7}

(1)

(2]

11

f fotokopi sertifikst tanah/bukti kepemilikan tanah atau dokumen lain
vang dipersamakan;

g surml pernyataan tanggung jawab pengusulan bermeterai cukups don

h. =alinan relkening bank yang ditunjuk oleh Pemeriniah Daerah vang masih
akul atas nama badan, lembaga atad arganisasl kemasyarakathin vntuk
Hilzah berupa bang.

Dokumen administrasi sebagaimana dimaksud pada avat (4) huruf b dan

hurufl e dikecualikan bagi badan arau lembaga yvang telah memenuhi knteria

sebagaimana dimaksud dalam Pasnl 6 ayat (5),

Lembar akhir proposal sebhagaimana dimaksud sebagaimana dimaksud pada

ayat (3) huruf a atau hurif b ditandatangani oleh Pemohon sebagaimana

dimaksud pada ayat (3).

Bentuk Surat Permyataan Tanggung Jawab sebagnimana dimaksud pada

ayat (4) huruf g tercantum Lampiran Format 2 yang merupakan bagian tidak

termsahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pzl O

Dokumen administras: bam organisasi tempat ibadah, majelis taklim dan
taman / tempat pendidikan Al-Quran yang dikelola oleh kelompok masvarakat
secara sukarela bersifal sosial kemasvarakatan sebagai berikut

a. fotokopi Kartu Tanda Penduduk Ketua atau nama lain,

b. fotokopi keputusan pembentukan /pendinan organisasi oleh pejabat vang
berwenang vang telah mendapal pengesahan dan Kementenan vang
membidangl urdsan agama Kabupalen [Kota:

c. [otokopi surat keterangan domisili dari Lurah/Kepala Desa setempat;

. surat permyataan tanggung jawab pengusulan bermetern cukup; dan

e.  salinan rekeming bank vang ditunjuk oleh Pemenntah Daerah vang masih
tktif atas nama badan, lembaga atau organisasi kemasvarakatan untuk
Hibisly berups uang,

Keputusan pembentukan/pendirian organisasi tempat ibadah, majelis raklim

dan taman/tempat pendidikan Al-Quran oleh pejabat vang berwenang

sebagaimana dimaksud pada avat (1) hurul b sesuai tingkatan organisasi
sebagai berkut:

n. tngkat Desa dengan Keputusan Kepala Desa;

b. ungkat Kelurahan dan Kecamatan dengan Keputusan Camat; dan

¢ ungkat Kabupaten dengan Keptitusan Bupati; dan

d. tingkat Provinsi ditetapkan dengan Keputusan Gubernur

Hagian Ketiga
Verifikas) Usulan

Pasal 10
Kepala SKPD/Unit SKPD sebagaimana dimiaksud doalam Pasal 6 nyat [

melnkukan verifikas terhadap kelengkapan, keabsahan dan Kelavakan
usulan Hibah.
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(2) Verifikasi sebagaimnna dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cam
melakukan:

a. penelidan adminisirasi, dan
b. peninjauan lapangan,

(3] Penelitian administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a
dilakukan untuk meneliti kesesunaian persyaratan dan ketentuan dalam
pemberian Hibah,

(4] Penmmjauan lapangansebagaimana dimaksud pida ayal (2) huruf b dilakukan
di lokasi pengusul Hibah untuk menelitl kesssudian antara usulan Hibah
dengan fakta di lapangan,

(51 Hasil peneliion administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat [3)
dituangkan dalam hasil penelition administrasi yang ditandatangani oleh Tim
Verifilkasi Hibah.

[6) Hasil penelitian lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dituangkan
dalam berita acara peninjauan lapangan yang ditandatangani oleh Tim
Verifikasi Hibah dan penpusul Hibah.

(7} Tim Venfikasi Hibah menyampaikan hasi] penelitinn administras: dan berita
acara perinjauan lapangan sebapaimana dimaksud pada ayat (5) dan ayat [6)
kepada Kepala SKPD [Unit SKPD paling lambat 3 (tiga] hari kerja setelah
bemia acara peninjauan lapangan ditandatangamni.

{B) Tim Verifikasi Hibah sebagaimana dimaksud pada ayatl (5) dan ayat (6] dapat
melakukan koordinasi danfatau mengikutsertakan unsur SKFD/fUnit SKPD
terkail

{9] Bentuk Berita Acara Hasil Penelitian Administrasi dan Benta Acara Hasil
Penelitian Lapangan tercantum dalam Lampiran Format 3 dan Format 4 vang
merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

(10) Tim Venfikasi Hibab ditetapkan dengan Keputusan Kepala SKPD,

Pgaal 11

(1} Berdasarkan hastl penelitian administrasi dan berite acara sebagaiman
dimaksud dalam Pasal 10 avat (7), Kepala SKPD/Unit SKFD menyatakan
menerima uniul diberikan Hibah atau menolak dengan surat pemberntahuan
hasil verifikasi Hibah disertai alazan penolakan

(2] Surat pemberitahuan hasil verifikas) Hibah sebagaimana dimaksud pada
avat (1) disampaikan kepada pemohon Hibah paling lambat 7 (tujuh] han
kerja setelah hasil peneliban admimistrasi dan benita acam peninjauan
lapangan diterima oleh Kepala SKPD/Unit SKPD.

(3] Bentuk Surat Pemberitahuan Hasil Verifikasl Hibah sebagaimana dimaksud
pada myat (1) tereantum dalam Lamplian Formal 5 yang metupakan bagian
tidal terpisahkan dar Peraturan Bupati ini

Pagal 12

(1) Dalam hal hasil penelitian admimstrasi dan berita acara peninjuuan lapangun
sebagaimana dimalksud dalam Pasal 10 memenuhi syarat, Kepala SKPD/Unut
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SRID mencamumkan alokast anggarnn Hibah hetupa uang atau barmng/jasa
dalnm renennn kerjn SKPND,

(2] Kepnln SKPD/Unit SKPD selimgmmana dunaksud pada avat (1) D v tinnipning

jnwaby pemih secarn formal dan mnterinl tiechadap alokasi pembenan Hibah
berupa g dan fathu barang/ josa

(3} Rencann Ketja SKPD sebagnimana dimakaud pada ayat {11 sebagm dasar
pencantuman dalam  Rencana  Kerin  Pemerintah Daerah dan  untuk
selanjuinyva ditunngkan dalam KUAPPAS atau Perubahian KUA-PPAS

(4 TAPD  dapat  memberikan  pertimbanpan  atas  rencana kerja SKPD
sebagnimana dimnksud  pada avatl (1) sesual dengan  prontas  dan
kemampunn keuangan Daerah

(3 Aten pertimbangan TAPD dafie vevicimin Hibaly disampaikarn be gl Bpsati

(6} Bemuk format pertimbangan TAPD tereantum dalam Lampiran Format A
vang merupakan baginn thiak terpisahkan dan Peraturan Bupat im

Haginn Keempat
Penganggmnran

Pasal 13

(11 Hibah berupa dang, barang dan/atau jasa dicantumkan dalam REA-SKI'D

12)  RRA-SKPD  sebagaimana  dimaksud  pada  avar (1) menjadi  dasar
penganpgpman Fhbah dalam APBD atau Perubahan AFBD sesua demin
ketrmtunn perpturan perundang- undangan

Pasal 14

Hilsaeh evwpn wiang, Davanyg daanyg ki gosa sebapgomonni doimaksud didam Pasal 13
avit (1) dwnpgarkan padn DPASSKPD e dalam program dan keguatan / sub
kegiatun, kelompok belanja operasi, jenis belania Hibah, dinpel menurur obyek
Hibi . ricuan olgek dan sub snmcin objek,

Pasdl 156

Dafrar penermia, alamat penenima dan besaran Hibah dicantumban  dalam
Lompican Perniuran Bupan mengeno Penjabaran APBD artau Perubahan AFRD

BETLRL
PELAKSANAAN DAN PENATAUSAHAAN
Bagian Kesitu
Umum

Prsal 16

Pelaksatun anggarian Hibah berupa uang, barang dan/amu jasa bendasarkan
s DiPA SKEPEY atau DPPA-SKPTY ter kot
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(1]

(2)

(3)

(4)

15)

(1)

(2)

(3}

(4)

Pasal 17

Penetapan penenima Hibah berupa uang atau barang/jass didasarkan pada
Peraturan Daerah tenlang APBD/Perubahan APBD dan Peraturan Bupati
mengenai Fenjabaran AFBD/Penjabaran Perubahan APBD,

Daftar penerima Hibah bsrupa uang dan/atau Hibah berupa barang/jasa
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan besaran uang atau jenis, jumlah
dan nominal barang/jasa yang dihibahkan ditetapkan dengan Keputusan
Bupat.

Daftar penerima Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi dasar
penyaluran Hibah,

Bentuk Daftar Penerima, Alamat dan Hesaran Alokasi Hibah Diterima
sebagaimana dimaksud pada avat (3] tercantum dalam Lampiran Format 6
vang merupakan bagian tidak terpisahkan dar Peraturan Bupati ini.
Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (2} diprakarsai oleh
SKPD/Unit 8KPD vang mengalokasi belanja Hibah.

Bagian Kedua
Naskah Perjanjian Hibah Daerah

Pasal 18
Setiap pemberian Hibah berupa uwang dan/atau berupa barang/jasa terlebih
dahulu ditvangkan dalam NPFHD
NPHD sebagaimana dimaksud pada avat (1) paling sedikit memuat
ketentuan:
pemlberi dan penerima Hibah,
tujuan pemberian Hibah;
besaran /rncian penggunaan Hibah yang akan diterima;
hak dan kewajiban,
tata cara penyaluran/penyerahan Hibah, dan
Sarksi penggunaan Hibah.
NPHD sebagaimana dimaksud pada avat (1) ditandatangani cleh Kepala
SKPD/Unit SKPD dan penenma Hibah sesual DPA-SPKD atau DFPA-SKPD.
Bentuk NPHD berupa uang danjatan berupa barang/jasa sebagaimana
dimaksud pada ayat {1) tercantum dalam Lampiran Format @ dan Format 10
vang merupakan bagian tidak terpisahkan dan Peraturan Bupati ini.

~noan g

Pasal 19

SKPD/Unit SKPD melakukan penelitian  kesesuaian NPHD sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2] dengan:

A
b.

Rencana Anggaran Biayva penggunaan Hibah,

DPA-SKPD dan nilai besaran Hibah dalam Peraturan Daerah mengenai
APBD/Perubahan APBD dan Peraturan Bupati mengenal Penjabaran
APBD/Penjabaran Perubahan APBD; dan

Keputusan Bupati mengenal penetapan dafltar penerima Hibah sebelum
mengajukan permphonan.
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(1]

(2)

(2)

(31
(4)

(5]

(6]

(11

(2}

Pasal 20

NPHD srhgﬁam dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) disusun ocleh Kepala
SI{ITDKUntl SKPD berdasarkan surat permohonan penandatanganan NPHD
dari calon penerima Hibah kepada Kepala SKPD/Unit SKPD.

Bentuk Surat Pemohonan Penandatanganan NPHD sebapgaimana dimaksud
pada avat (1) tereantum dalam Lampiran Format 7 vang merupakan bagian
tidak terpisahkan dar Peraturan Bupati ini.

Bagian Ketiga
Pencairan Hibaly Berupa Uang

Pasal 21

Pemerintah Diaerah melakukan pencairari Hibah berupe Uang kepada
penerima Hibah dilakukan setelah penandatanganan NPHD dan palta
integritas.

Penerima Hibah mengajukan sural usulan pencairan Hibah kepada Kepala

SKPD/Unit SKPD dilengkapi dokumen administrasl meliputi:

a. surat usulan pencairan Hibah yang dilengkapi Rencana Anggaran Biaya
penggunaan Hibah yang telah disesuaikan dengan nilai besaran Hibah
vang diterima sesuai daftar nama penerima, alamat penenma dan besaran
Hibah dalam Lampiran Peraturan Bupatl mengenai Penjabaran APBD
atau Perubahan APBD;

h, NPHD:

fotokopt Kartu Tanda Penduduk pengurus;

d. lolukapi rekening bank yang ditunjuk Pemerintah Daerah yang masih
alknf;

e kuitansi bermeterai cukup, dibubuhi cap ditandatangani oleh pimpinarn
din bendahara instansi penenma Hibah;

i pakta integritas Hibah bermeteral cukup: dan

g dokumen administrasi lainnya sesual ketentuan peraturan perundang-
untangan.

Dokumen administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibuat dalam

rangkap 2 [dual.

Usulan pencairan Hibah sebagalmana dimiksud pada ayat (2) dapat

dilaksanakan secara sekaligus dan/atau bertahap.

Terhadap penerima Hibah yang dokumen adminisirasi sebagaimana

dimaksud pada ayat (2] dinystakan lengkap dan sah oleh SKPD/Unit SKPD,

Kepala SKPD/Unit SKPD melakukan proses pencairan.

Hentuk pakta integritas Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf f

mengacy pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 22
Pencairan Hibal sebagaimana dimalsud dalam Pasal 21 ayat {5} d'tiaku;:nn
dengan mekanisme pembayaran langsung ke nomar rekening bank penenma

Hibah. . '
Bendahara Pengeluaran /Bendahara Perigeluaran Pembantu SKPD/Unit

§KPD menerbitkan SPP-L3 untuk diajukan kepada Kepala SKFD/Unit SKPD

R
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selaky PA/KPA melalui Pejabat Penatausahnan Keuangan SKPD/Unit SKPD
dilengkapi dengan:

a. DPA-5KPD/DFPA-SKPD,

surit usulan pencairan Hibah dari calon penerima Hibah:

Keputusan Bupati mengenal daftar penerima Hibah;
NFHD,

pakta integritas Hibah; dan
I, Totokopi rekening bank yang masih aktil

(31 Dalam hal dokumen SPP-LS sebagaimana dimaksud pada ayat (2] telah
diverifikasi dan dinyatakan lengkap, PPK-SKPD/Unit SKPD menerbitkan
Surat Pernyataan Verifikasi yang dilampiri daftar kelengkapan dokumen dan
menviapkan 8PM-LS unluk ditandatangani dan diterbitkan oleh Kepala
SKPD/Unit SKPD selaku PA/KPA.

[4) SPM-LS sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan kepada Kuasa
BUD untuk proses penerhitan SP2D-LS.

(5] Penerbitan SPP-LS. SPM-LS dan SP2D-LS sehagaimana dimaksud pada
avat (2], avat (3] dan ayat (4) dilaksanakan sesuai dengan ketefituan
peraturan perundang-undangan,

rPED T

Bagian Keempat
Fenyialiirmn Hibah Berupa BarangfJasa

Pasal 23

(1} Kepala SKPD/Unit SKPD . selaku Pengpuna Anggaran/Kuasa Pengguna
Anpparan melakukan proses pengadaan barang/jasa sesual DPA-SKPD atau
DPPA-SKPD  berdasarkan  ketentuan  peraturan  perundang-undangan
pengadaan barang/jasa pemerntah

(2} Kepala SKPD/Unit SKPD selaku PA/KPA mencatat barang gtau jasa hasil
penpadaan sebagaimana dimaksud pada ayvat (1] pada kelompok belanja
opernsi, jenis helanja Hibah, objek belanja Hibah barang dan jasa, rincian
ahiek Hibah barang dan jasa vang akan dizerahkan kepada penerima Hibah
thun angearan berkenaan. .

(3) Dalam hal sampai dengan akhir tahun anggaran, barang/jasa belum dapat
dimnlurkan, PA/KPA mencatat barang/jasa sebagai barang persedinan atau

barang dalium proses pengerjaan.,
Pasal 24

(1] Pemermtah Daerah  menyalurkan  Hibah berupa barang/iesa kepada
penerima. Hibah dilakukan setelah penandatanganan NPHD dan pakta

integntas; | , _
(2] Penverahan Hibah dalam bentuk barang/jasa disertai dengan berita acara

serph termma _ :
(3] Berita acars serah  lenima selgpaimana  dimaksud p:adn‘ ayal | (2
ditandatangani oleh Kepals SKPD/Unit SKPD dan penerima Hibah

harang/jasa.

13
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(1)

(1]

(2]

Pasal 25

Penyershan Hibah bamng/jasa dilakukan oleh Kepala SKPD/Unit SKPD
selaku PA/RPA atau Pengguna Barang/Kunsa Penggunn Barang kepada
penerima Hibah setelah dilenghkapi dokumen administrasl sehagni berikut:

a. berita acara serah terima Hibah berupn barang/jasa bermeterai cukup,
dieap dan ditandatangani;

NPHD,;

fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pengurus;

sural peérmyataan tanggung jawab/pakta integritas bermeteral cukup, dan
persyaratan lain sesuai ketentuan peraturan perundangundangan,
Dﬂ'humtn administragi sebagaimana dimaksud pada ayal (1) dibuat daliam
rangkap 2 (dun).

Fenerima Hibah yang dokumen administrasinya sebagaimana dimaksud pada
avat (1) dinyatakan lengkap eleh Kepala SKPD/Unit SKPD, penyerahan Hibah
berupa barang/jasa dapat dilakukan,

"o

BAB 11
PELAPORAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN
Bagian Kesaty
Pelaporan

Pasal 26

Penerima Hibah bLerupa uang, barang atau jasa menyampaikan laporan
pengeunaan Hibah kepada Bupati melalul kepala SKPD/Unit SKPD terkait
ternbusan kepada PPRD.

Hibah berupa uang, barang atau jasa dicatat sebapai realizasi obyek belanja
Hibak pade jenis belanja barang dun jasa dalam program dan kegiatan pada
SKPD terkail.

Pasal 27

Pertanggungjawaban Pemerintah Daerah atas pemberian Hibah meliputi :

a.

b
c.
d

(1)

(2)

usulan dar calon penerima Hibah kepada Bupati;
Keputusan Bupati tentang daftar penerima Hibah;

NPHLY,
pakta integritas dan penerima Hibah yang menyatakan bahwa Hibah vang

diteringa akan digunakan sesuai dengan NPHD, dan
hulcti transfer uang atas pemberian Hibah berupa uang atau bukti serah
rerima barang atau jasa atas pemberian Hibah berupa barang atau jasa.

Pasal 28
Perierima Hibah bertanggung jawal secara  formil dan materil atas

pengpunaan Hibah yang diterimanya.
Pertanggungjawaban penerimaan Hibah berupa URng meliputi:
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a. laporan penggunaan Hibah;
b. surat pernyataan tanggung jawab yang menyatakan bahwa Hibah yang
diterima telah digunakan sesuai NPHD,
¢, bukti pengeluaran vang lengkap dan sah sesual peraturan perundang-
undangan bagl penerima Hibah berupa uang:
d. dokumentasi kegiatan vang telah dilaksanakan.
(3l Pertangsungiawaban penerimaan Hibah berupa barang atau jasa meliputi:
a. laporan penggunaan Hibah;
b. surat pernyataan tanggung jawab yang menyatakan bahwa Hibah vang
diterima telah digunakan sesuai NPHD:
c. salinan bukti serah terima barang atau jasa bagi penerima Hibah berupa
barang atau jasa; dan
. dokumentasi kegiatan yang telah dilaksanakan.
(4) FPertanggungiawaban Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
disampaikan kepada Bupati melalul SKPD/Unit SKPD terkait paling lambat
I [satu] bulan berikutnva setelah pelaksanaan kegiatan selesai atau paling
lambart tanggal 10 Januan Tahun Anggaran berikutnya.

Pasal 29

(1] Kepala SKPD/Unit SKPD melakukan pemantauan, evaluasi dan/atau
teguran untuk percepatan penyampaian pertangeungiawaban Hibah
sebasaimana dimaksud dalam Pasal 28 pada avat (1]

(2) Ketepatan waktu penyampaian pertanggungiawaban sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 28 pada avat (4) dan kesesuaian penggunaan Hibah dengan
NPHD menjadi pertimbangan SKPD/Unit SKPD dalam mengevaluasi usulan
permohonan Hibah berikutnva. .

(3] Pertanggungjawsban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (3) hurufc
disimpan dan dipergunakan oleh penenima Hibah selaku objek pemeriksaan.

Pasal 30

(1) Laporan penggunaan Hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 avat [2)

huruf a paling sedikit meliputi: - ' |
a. sural pengantar yang ditujukan kepada Bupali melalui Kepala SKPD/Umt

SKPD;
b laporan keuangan paling sedikit memuat : ‘
1. rekapitulasi realisasi penggunaan dana Hibah sesuai RAB;

2 rincian realisasi kegiatan penggunain dana Hibah, | _

3 rekening koran bank pada periode diterima dana Hibah sampai
dengan rezlisasi kegiatan, | e

4 dalam hal terdapat sisa dana Hibah RAB, dilaporkan dan dijelaskan
rencana penggunaan sisa dana Hibah dimaksud; dan

= dokumen administras) lainnya sesuil  Kelentuan  peraturan
perundang-undangan.

¢. laporan kegiatan paling sedikit menwuat:
1. pendahuluan,
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2. pelaksanaan kegiatan;
3. hasil pelaksanaan kegiatan; dan
4. penutup/kesimpulan.

(2] Laparan penggunaan Hibah dan surat pernyataan tanggung jawab bermetern
cukup sebagaimana dimaksud dalarn Pasal 27 ayat (2) huruf a dan huruf b
ditandatangani serta dibubuhi ¢ap/ stempel oleh:

a. PAatau KPA untuk Pemerintah Pusat;

b. kepala daerah untul Pemerintah Daerah lain;

¢. direktur utama untuk BUMD atau BUMN; dan

d. ketua/pimpinan badan, lembaga, atau Organisasi Kemasyarakatan

Pa=al 31

Hibah berupa uang. barang dan/atau jasa dicatat oleh SKPD/Uhit SKPD sebagai
realisasi kelompok belanja operasl, jenis belanja Hibah, objek belanja Hibah
uang/barangfjasa, rineian ohjek dan sub ringian objek,

Pasal 32

Realizas) Hibah berupa barang/jasa dikonversikan sesyai standar akuntansi
pemerintahan pada laporan realisasi anggaran dan diungkapkan pada catatan
atas laporan keuangan dalam penyusunan laperan keuangan Pemerintah Daerah.

Bagian kedus
Pertunggungjawaban

Pasal 33

(1) Pertangeungjawaban Kepala SKPD/Umnit SKPD atas pemberian Bantuan
Sosial vang tidak dapat direncanakan meliputy

a laporan penyaluran Bantuan Sosial,
b. buku kas umum Khusus Hantuan Sosial;
c. RKB:
d. hukl transfer atas penyaluran Bantuan Sosial kepada penerima Bantuan
Sosial, dan .
e. bukti penyetoran sisa anggaran ke kas daerah _
(2) Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (1] hurul & dan

huruf d disampaikan kepada Kepala BPKAD paling lambat 1 [satu] hbulan
setelah Bantuan Sosial selesai disalurkan.

BABR IV
BANTUAN S0OSIAL
Baglan Kesatu
Umum

Pasal 34

(1) Pemerintah Daerah dapat memberikan Bantuan Sosial kepada anggota atau
kelompak masyarakat sesuai kemampuan keuangan Daerah,

[
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(2} Bantumn Sosial dapat berupa uang atau barang.
(3) Pemberian Bantuan Sosinl sebagaimana dimalaud pada ayat (1) dilakukan
setelah memproritaskan  pemenuhan belunjn urusan wajlb dan urusan

pilthan dengan memperhatilinn nsas kendilan, kepatutan, rasionalitas dan
manfant untuk masyarakat,

Pasal 35

Anggota atau kelompok measyarakat sebagaimena dimaksud dolam Pasal 34

ayat {1] meliputi:

a.  individu, keluarga dan/atau masyarakat yang mengalami kendaan yang tidak
stabil sebagal aldbut dun krisis sosinl, ekonomi, politik, bencans wlau
fenomena alam agar dapat memenuhi kebutuhan hidup minimum; dan/atau

b. lembaga non pemerintah bidang pendidilean, individu, kelompok dan/atau
masvarakat dan keagamaan sera bidung lain yang berperan untuk
melindungi individu, kelompok dan/atau masyarakat dari kemungkinan
terjadinya rsiko sosial,

Pazal 36

Bantuan Sosial kepatds masyarakat dan lembaga non pemenntahan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 35 merupakan Bantuan Sosial yang direncanakan dan
telah jelas nama, alamat pencrima dan besarannva pada saat penyusunan APBD
atau Perubahan APBD.

Papal 37

{1] Bantuan Sosial berupa Uuang kepada indmdu dan/atau  keluarga
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 huruf a terdir atas:

a  Bantuan Sosial kepada individu dan/atau keluarga yang direncanakan,
dan

b, Bantuian Sosial kepada individy danfatau keluarga yvang tidak dapat
direncanskan sebelumnya

(2] Bantuan Sosial vang direncanakan sehagaimana dimaksud pada avat (11
huruf & dialokasikan kepada individu dan/atau Keluarga yang sudah jelas
nama, alpmat penerima dan besarannya pada saat penyusunan APBD atau
Perubahan APBD.

(3) Bantuan Sosial yang tidak dapat direncanakan sebagaimuana dimaksud padn
aval [1) huru! bidialokasilan untuk kebutuhan akibal risiko sosinl vang tidak
dapat diperkirakan pada saat penyusunan APAD atau Perubahan APBD vang
apabila ditunda penanganiannya akan menimbulkan risiko sosmal vang lebih
hesar hagl individu dan/atay keluarga yang bersangkutan,

|7

Dipindal dengan CamScanner



Pasal 38

(1} Pemberian Bantuan Sesial vung direncanakan kepada masyurukat dan
lembaga non pemerintah sebagalmana  dimaksud dalam  Pasal 26
berdasarkan usulan darl masyarakat dan lembaga non pemerintahan.

(2] Bantuan Sosial kepada individu dan/atau keluarga: vang direncanakan

;Eagnimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (1) huruf a berdasarkan usulan

a. individu, keluarga; dan/atau
b, usulan Kepala SKPD/Unit SKFD.

(3] Jumlah pagu usulan Kepala SKPD/Unit SKPD sebagaimana dimaksud pada
ayal (1) paling tinggi 50" [Lmu puluh persen) disri pagu Bantuan Sosial yang
berdasarkan usulan dari calon penerima.

Pasal 39

(1] Pemberian Bantuan Sosial harus memenuhi kriterin sebagai berikut:
a. selekuf,
b, memenuhi persyaratan penerima bantuan;
c. hersifat sementara dan tidak terus menerus, kecuali dalam keadaan
tertentyu dapat berkelanjutan; dan
d. sesuai tujuan penggunaan.

(2) Kritena selektif sebapaimana dimaksud pada ayat [1) huruf a diartikan bahwa
Bantuan Sosial hanya diberikan kepada calon penerima yang ditujukan
untuk melindung danr kemungkinan risiko sosial.

(3] Kritema memenuhi persyaraian penerima bantuan sebagaimana dimaksud
pada avat (1) hurul b meliput:

a. memilili {dentitas vang jelas; dan
b. berdomisili di Daerah.

(4] Kriteria bersifat sementara dan tidak terus menerus sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) huruf ¢ yakni pemberian Bantuan Sosial tidak wajib dan tidak
harus diberikan setiap tnhun anggaran.

(5) Keadaan tertentu dapat berkelanjutan sehagaimana dimaksud pada avat (1)
huruf ¢ yakni Bantuan Sosial dapat diberikan setiap tahun anggaran sampai
penerima bantuan telah lepas dari nsiko sosial.

(6) Kriteria sesuai tujuan penggunaan sebagaimana dimaksud pada avat (1)
huruf d bahwa tujuan pemberian Bantuan Sosial meliputi:

a. rehabilitas sosial;

b. perhindungan sosial,

¢. pemberdayaan sosial;

. jaminan sosial;

e, penanggulangan kemiskinan, dan
{ penanggulangan bencana.
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Pasal 40

(1] Rehabilitasi sosial sebagaimana dimalesud dalam Pasal 39 ayat [6) huruf &
ditujukan untuk memulihkan dan mengembangkan kemampuan sesecrang
yang mengalami disfungsi sosial apar dapat melaksanskan fungsi sosialnya
SECATA wajar.

(2) Perlindungan sosal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (6) hurul b
ditujukan untuk mencegah dan menangeni risiko dar guncangan dan
kerentanan sosial sesegrang, keluarga atau kelompok masyarakat agar
kelangsungan hidupnya dapat dipenuhi sesuai dengan kebutuhan dasar
minimal.

(3] Pemberdayaan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat [6) hurufe
dituwjukan untuk menjadikan seseorang atau kelompok masyarakat vang
mengalami masalah sosial mempunyai daya, sehingga mampu memenuhi
kebutuhan dasamyva.

(4] Jaminan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (6] huruf d
merupakan skema yang melembaga untuk menjamin penerima bantuan agar
dapat memenuhi kebutuhan dasar hidupnya vang layalk.

(3) Penanggulangan kemiskinan sebagaitnana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (6)
hurul e merupakan kebijakan, program dan kegiatan yang dilakukan
terhadap orang, keluarga atau kelompok masyarakat yang tidak mempunyai
atau mempunyal sumber mata pencaharian dan tidak dapat memenuhi
kebutuhan yang layak bagi kemanusiaan,

(6] Penanggulangan benecana sebapaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (6)
huruf f merupakan serangkaan upaya yang ditujukan untuk rehabilitasi.

Pasal 41

(11 Bantuan Sosial dapat berupa vang atau barang vang diterima langsung saleh
penerima Bantuan Sosial.

(2] Banluan Seswl berupa uang sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
merupakan uang yang dibenkan secara langsung kepada penerima Varng
meliputi;

beasiswa bagi anak miskin;

vavasan pengelola vatim piatu;

nelavan misking

masyarakat lanjut usia,

masvarakat terlantar;

masvarakat penyandang disabilitas; dan/fatau

bantuan lainnya sepanjang sesuai dengan tujuan pemberian Bantuan

Sosial,

(3] Bantuan Sosial berupa barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1]
merupakan barang yang diberikan secara langsung kepada penerima
meliputy
{. bantuan kendaraan operasional untuk sekolah luar biaszs swasta dan

masyarakat tdak mampu;
g bantuan perahu untuk nelayan miskin;

TSN AN TR
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h. bantuan makanan/pakaian kepada yatim piatu/ tuna sosial;
I. ternak bagi kelompok masyarakat kurang mampu; dan/atau
- bentuan lainnya sepanjang sesuai dengan lujuan pemberian Bantuan
Sosial.
Bagian Kedua
Bantuan Sosial Yang Direncanakan
Paragral |
Umum

Pasal 42

Usulan Bantuan Sosial yang direncanakan dapal berasal dari;

a.  individu, keluarga, masyarakat dan/atau lembaga non pemerintah; dan/atau

b.  Kepala SKPD/Unit SKPD atas Bantuan Sosial yang direncanakan berupa
uang kepada individu dan/atau keluargs,

Paragraf 2
Usulan Individu, Keluarga, Masvarakat dan/atau
lLembaga Non Pemerintah

Pasal 43

(1} Individu, keluarga, masyarakat dan/atau lembags non pemenntah dapat
mengiajukan usulan tertulis Bantuan Sosal yang direncanakan berupa uang
dan/atau barang disampaikan kepada Bupati dengan tembuisan:

a. Kepala SKFD/Unit SKPD sesual urusan atau tugas dan fungsi; dan
b, Kepala Bappeda,

(2] Usulan sebagaimana dimaksud sehsgaimana dimaksud pada ayat (1) paling
lambat sebelum Rencana Kerja Pemerintah Naerah ditetapkan.

(3] Setiap usulan Bantuan Sosixl sebagaimana dimaksud pada ayal {1) hanya
diperbolehkan berupa 1 [satu) surat permahonan danfatau 1 {satu) proposal
Bantuan Sosial untuk kegialan stau barang yang sama.

Pasnl 44

(1] Usulan tertulis dari individu, keluarga dan masyarakat sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 43 ayat (1} berupa:
a. surat usulan paling sedildit memuat:
1. identitas pengusul,
2. alamat pengusul; dan
3. maksud dan tujuan;
I dokumen administras paling sedikit memuat:
1. fotoleopi Kartu Tanda Penduduk;
2. surat pernyataan tanggung jawal;
3. surat keterangan tidak mampu dari Lurah/Kepala Desa setempat; dan
4. fotokopi rekening bank vang ditunjuk Pemerintah Daerah yang masih
aktil

Dipindal dengan CamScanner



(z) Beatuk Surat Usulan Bantuan Sosial sebagalmana dimaksud sehagaimana
dimaksud pads ayat (1) hurul a tercantum dalam Lampiran Format 1 yvang
merupakan bagian tidak terpisahkan dar Peraturan Bupati ini.

Pacal 45

Usulan tertulis dari lembaga non pemerintah sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 43 ayat (1) berupa:

a. proposal paling sedikit memuat:

identitas pengustil;

alamat pengusul;

latar belakang,

maksud dan tujuan; dan

rencana penggunaan Bantuan Sosial/Rencana Anggaran Biaya atau
kebutuhan barang untuk Bantuan Sosial yang direncanakan berupa uang
harang.

b. dokumen administrasi paling sedikit memuat:

|. fatokepi Kartuy Tanda Penduduk ketua/pimpinan lembaga;

2 fotokopi Akta Notaris pendirian badan hukum yang telah mendapat
pengesahan darl Kementenan yang membidang hulum dan hak asasi
manusia;

3. fotokepi Nomor Pokok Waiib Pajak:

4. fotokopi surat keterangan domisih lembaga dani Kelurahan setempat,

5. lotokopl izin operasional/tanda daftar lembaga dani instansi yang
berwenang:

6 fotokopi sertifikar tanah/bukt kepemilikan tanah atau dokumen lain

vang dipersamakar;

surat pernyatdan tanggung jawab bermeteral cukup; dan

8 salinan rekening bank yang ditunjuk cleh Pemerintah Daerah yang masih
aktil atas nama lembaga

e ft B

=

Paragrat 3
Usulan Kepala SKPD/Unit SKPD atas Bantuan Sosial Yang Direncanakan
- Berupa Uang Kepada Individu
dan/atau Keluarga

Pasal 46

[1) Kepala SKPD/Unit SKPD dupat mengajukan vsulan tertulis Bantuan Sosial
vang direncanakan berupa uang kepada individu dan/atau keluarga
sehagaimana dimaksud dalam Pasal 38 avat (2] hurul b kepada Bupati
dengan termbusan Kepala Bappeda.

(2] Usulan acbagaimana dimalsud pada avat (1] disampaikan paling lambat.
sebelum Rencana Kerja Pemerintah Daerah ditetapkan,

(3] Usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan pendataan

SKPD/Unit SKPD dan tanpa permehonan tertulis dan individu dan/atau
keluarga.
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@ ium usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat
ara:

4. nama celon penerima, Nomer Indul Kependudukan, alamal, usia, jenis
kelamin; dan

b. besaran Bantuan Sosial.

(5] Data sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat berupa data softcopy dalam
bentuk pdf dan/atau hardcopy,

(6] Kepala SKPD/Unit SKPD bertanggung jawab penuh secara formal dan
matenal atas data sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang dituangkan
dalam surat pernyataan tanggung jawab mutlak bermeterai cukup.

Paragraf 4
Verifikasi Usular

Pasal 47

(1) Kepala SKPD/Unit SKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (1)
melakukan verifikasi terhadap kelengkapan, keabsahan dan kelayakan
usulan Bantuan Sesial berupa uang atau berupa barang secara tertulis dan
dokumen lerkait lainnya.

(2) Verifikasi sebagmimana dimaksud pada avat (1] dilakukan dengan cara
penelitan administras: dan peninjauan lapangarn.

(3) Dalam rangka kelancaran pelaksanaan verifikasi sebagaimana dimaksud
pada avat (2) Kepala SKFD/Unit SKPD dapat membentuk Tim Verfikasi
Bantuan Sosial

(4] Tim Verifikasi Bantuan Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (3)
ditetapkan dengan Keputusan Kepala SKPD/Unit SKPD atas nama Bupati.

Pasal 48

(1) Dalam melakukan penelitianadministrasi dan peninjauan lapangan terhadap
usulan Bantuan Sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (2, Tim
Verifikasi Bantuan Sosial dapat melakukan Koordinasi dan/atau
mengikutsertakan unsur SKPD/Unit SKPD terkait lainnya.

(2) Penelitian administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan
untuk meneliti kelengkapan, keabsahan dan kelayekan usulan Bantuan
Sosial.

(3] Hasil penelitian  administrasi sebagaimana dimaksud pada ayal (2)
dituangkan dalam berita acara penelitian administrasi,

(4) Berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (3] ditandatangani oleh Tim
Venfikas) Bantuan Sosial.

(5] Bentuk Berita Acara Hasil Penelitian Administrasi sebagaimana dimaksud
sehapaimana dimaksud pada ayat (3) tercantum dalam Lampiran Format 3
vang merupakan baglan tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Dipindal dengan CamScanner



(1)
(2]
(3]

(4

(5}

Pasal 49

Peninjauan lapangan sebagaimana dimalsud dal

_ : '8 am Pasal 48 pad

rhlalltuknn di lokasi pengusul Bantunn Sosial. S

Penm_r:auan lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat {1) dilakukan untuk

menﬂht? kesesuaian antara usulan Bantuan Sosial dengan lakta di lapangan.

Hasll pen{fijauan lapangan sebapaimana dimaksud pada avat (2) dituangkan

dalam berita acara peninjauan lapangan.

Bja._nta acara p:mmjaul_an lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3)

g;tandnumgam oleh Tim Verifikasi Bantuan Sosial dan pengusul Bantuan
asial.

Bentuk Berita Avara Hasil Peninjauan Lapangan scbagaimana dimaksud

sebagaimana dimaksud pada ayat {3) tercantum dalam Lampiran Format 4

yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 50

#

Tim Verifikasi Bantuan Sosial menyampaikan hasil penelitian administrasi dan
berita acara peninjauan lapangan sebapaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (3]
dan Pasal 49 avat (3) kepada Kepala SKPD/Unit SKPD paling lambat 3 {tgal han
kerja selelah berita acara peninjavan lapangan ditandatangani.

(1)

(2)

{3]

(1)

Pasal 51

Berdasarkan hasil penelitian administras) dan herita acara sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 50, Kepala SKPD/Unit SKPD dapat melakukan:

a. pengurangan sesuaidengan prioritas dan kemampuan keuangan Daerah;
atau

b, penolakan dengan menerbitkan surat pemberitahuan hasil evaluas:
kepada pemohon Bantuan 3osial.

Surat pemberitahuan hasil verifikasi Bantuan Sosial sebagaimana dimaksud

pada ayat [1) disampaikan kepada pemohon Bantuan Sosial paling lambat 3

(tigat) hari kerja setelah hasil penelitian administrasi dan berita acara

peninjauan lapangan diterima oleh Kepala SKPFD/Unit SKPD.

Bentuk Surat Pemberitahuan Hasil Fvaluasi Bantman Sosial sebagaimana

dimaksud pada ayat [l) tercantum dalam Lampiran Format 3 vang

merupakan bagian tidak terpisa hkan dari Peraturan Bupati ini,

Pusul 52

Dalam hal hasil penelitian admiristrasi dlan berita Acara peninjauan lapangan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 telah sesuai atau berdasarkan data
usulan Kepala SKPD/Unit SKFD sehapgaimana dimaksud dalam Pasal 46
ayat (4), Kepala SKPD/Unit SKFD mencantumkan alokasi anggaran Bantuan
Spsial berupa uang dan/atau berupa barang dalam rencana Kerja SKPD.
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(2]

[3)

(4]

(3

(6]

1

(2)

Kepala SKEPD/Unit UKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggung

jawah penuh secara formal dan material terhadap alokasi pemberian Bantuan

Sosial berupa uang din/atau berupa barang

Rencana Kerja SKPD sebapaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai dasar

pencantuman dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya
ditusangkan dalam KUA-PPAS atau Perubahan KUA-PPAS.

TAPD dapat memberikan pertimbangan atas rencana kerja SKPD
sebagaimana dimaksud pada ayat (1] sesual depgan prioritas dan
kemampuan keuangan Daerah.

Atas pertimbangan TAPD, daftar rencana Bantuan Bosial berupa uang
dan/atau berupa barang disampaikan kepada Bupati,

Bentuk format pertimbangan TAPD tercantum dalam Lampiran Formal 8
yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Paragraf 5
Penpanggaran dan Pelaksanaan

Pasal 53

Bantuan Sosial yang direncanakan berupa uang dan berupa barang
dicantumkan dalam RKA-SKPD.

RKA-SKPD sebagaimana dimaksud pada ayal (1) menjadi  dasar
pengangearan Bantuan Sosial vang direncanakan dalam APBD atau
Perubahan APBD.

Pasal 54

Bantuan Sosial vang direncanakan berupa uang dan berupa barang dianggarkan
pada DPA-SKPD ke dalam program dan kegiatan/sub kegiatan, kelompok belanja
operasi, jenis belanja Bantuan Sosial, objek belanja Bantuan Sosial yang
direncanakan, rincian objek dan sulb rincian objek.

(1)

(2)

Pasal 55

Daftar nama penerima, alamatl penerima dan hesaran Pantuan Sosial vang
direncanakan dicantumkan dalam Lampiran Peraturan Bupat mengenai
Penjabaran APBD atau Perubahan AFBD mengacu pada APBD atau
Perubahan APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (2}.

Rentuk Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima dan Besaran Bantuan Sosal
dularn Peraturan Bupah tentang Penjabaran APBD atau perubahan APBD
sehagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran Formatl 6
vang merupakan bagian tidak terpisahkan dan Peraturan Bupati ini.

Pasal 56

Pelaksanaan anggaran Bantusn Sosial yang direncanakan berupa uang dan
harang berdasarkan atas DPA-SKPD atau DPPA-SKPD.
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(1)

(2]

(3)

(1)

(2)

(3)

(4]

(1)

12

Pasa] 57

Penctupan-daftar nama penerima Bantuan Soslal berups uang atau barang

didasarkan pada Peraturan Bupat| mengenail Penjabaran APBD/Penjabaran
Perubahan APBD.

Daftar nama penerima, alamat penerima, dan besaran barituan sosial berupa

uang dan barang sebagaimana dimaksud pada avat (1) ditetapkan dengan
Keputusan Bupati.

Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diprakarsai oleh
SKPD/Unit SKPD.

Paragral 6
Pencairan Bantuan Sosial Berupa Uang

Pasgal 58

Penerima Bantuan Sosial yang direncanakan berupa uang mengajukan
permohonan pencairan Bantuan Sosial melalui Kepala SKPD/Unit SKPD
dilengkapi dokumen administrasi,

Dokumen administrasi sehagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

a. surat usulan pencairan Bantuan Sosial yang dilengkapr Rencana
Anggaran Biava pengpunaan Hantuan Sosial sesual daltar nama
penerima, eslamat penerima dan besaran Bantuan Sosizl yang tercantum
dalam Lampiran  Peraturan  Bupati mengenai  Penjabaran
APBD/Penjabaran Perubahan APBD dan Keputusan Bupati tentang
Penetapan Daftar Penerima Bantuan Sosial;

. lotokopi Kartu Tanda Penduduk;

c. fotokopi rekening bank yang ditunjuk Pemerintah Daerah yang masih
aktif;

d  kuitansi bermeterai cukup vang dibubuhi cap dan ditandatangani
pencrima Bantuan Sosial; dan

e pakta integritas Bantuan Sosial bermeterai cukup.

Dokumen edministrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2] dibuat dalam

rangkap 2 (dua).

Bentuk pakia integrilas Bantuan Sosial sebagaimana dimaksud pada avat (2]

huruf e mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 39

Usulan pencairan Bantuan Sosial vang direncanakan berupa uang
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 ayal (1) dapat dilaksanakan secara
sekaligus dan/atau bertahap. N |

Penierima Bantuan Seslal yang dokumen administrasi sebagaimana
dimaksud sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 ayat (3) dinyvatakan
lenglap dan sah oleh SKPD/Unit SKPD, Kepala SKPD/ Unit SKPD melakukan

proses pencairan,
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(3] Kepala SKPD/Unit SKPD bertanggung jawab penuh secara

(1)

(2)

(3

(4]

(5]

(6]

(1)

(2)

formal dan

material terhadap proses pencairan sebagaimana dimaksud pada ayat (2},

Pasal 60

Pencairan Bantuan Sosia) yang direncanakan berupa uang dilakukan dengan
mekaniame pembayaran lan

_ | gsung ke nomor rekening bank erima van
ditunjuk Pemerintah Daerah o o

Bendahara Pf:ngﬂluamn {Bendahara Pengeluaran Pembanty SKPD fUnit
SKPD menerbitkan SPP-LS untuk diajukan kepada Kepala SKPD [Unit SKPD
selaku PA/KPA melalui Pejabat Penatausahaan Keuangan SKPD/Unit SKPD.

:den?rka?ﬂﬂ penerbitan SPP-LS sebagaimana dimaksud pada ayat [2) sebagai
erikut:

a. DPA-SKPD/DPPA-SKPD:

surat usulan pencairan Bantuan Sosial;

Keputusan Bupati tentang Penetapan Daftar Penerima Bantuan Sosial;
pakia integritas: dan

fotokopi rekening bank yang ditunjuk Pemerintah Daerah yang masih
aletif;

persyaratan lain sesual ketentuan peraturan perundangundangan jika
diperlukan.

PPK-SKFPD/Unit SKPD menerbitkan Surat Pemyataan Verifikasi yang
dilampiri daftar kelengkapan dokumen, dan meryiapkart SPM-LS untuk
ditandatangani dan diterbitkan oleh Kepala SKPD/Unit SKPD selaku PA/KPA
apabila dokumen SPP-LS sebagaimana dimaksud pada avat (3] telah
diverifikas dan dinvatakan lengkap,

SPM-LS sebagaimana dimaksud pada ayvat (4] disampaikan kepada Kuasa
BUD untuk proses penerbitan SP2D-LS,

Penerbitan SPP-LS, SPM-1S dan SP2D-LS sebapgaimana dimaksud pada
avat (2), avat [4) dan ayat [5] dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan
perundang-undangan.

S

Paragrafl 7
Pencairan Bantuan Sosial Berupa Barang

Pasal 61

Kepala SKPD/Unit SKPD melakukan proses pengadaan barang sesuai DPA-
SKPD atau DPPA-SKPD berdasarkan ketentuan peraturan perundang-
undangan pengadaan barang dan jasa pemerintah.

Kepala SKPD/Unit SKPD mencatat barang hasil pengadaan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) pada kelompok belanja operasi jenis belanja Bantuan
Sosial, ohjek belanja Bantuan Sosial barang, rincian objek Bantuan Sosial
dan sub rincian obiek tahun anggaran berkenaan yang akan diserahkan
kepada penerima Bantuan Sosial.

a6
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Pasal 62.

(1) :;;Eﬂz:eizﬂuﬂﬂn Sosial hnfg.ng dilakukan oleh Kepala SKPD {Unit SKPD
D D a; a‘ml'.ﬁl.:n.n Eus-fml setelah dilengkapi dokumen administrasi,

g nigtrasi ar:bala.gmmuna dimaksud pada ayat (1) sebagal berikut:

! acara serah terima bermeterai cukup vang dibubuhi cap dan

di[ﬂﬂﬂﬂlﬁ.ngﬁni Kﬂpﬂlﬂ. SKPD/Un ; PA/ pe
L ! Il E i
. i ; H HFD BEIH.]:H hlan_F.lﬂL dﬂ.ﬂ nenma

b. fotokepi Kartu Tanda Penduduk:
Z. pakta integritas bermeterai eulcup: dan
. persyaratan lain sesuai ketentuan pera ji
o peraturan perundangundangan jika
(3) Dokumen administrasi seba i '
gaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat dal
ranghkap 2 {dua). | ’ ver (4 o
(4) zentrl..ma Bantuan Sosial yang dokumen administrasi sebagaimana
irnn!n.st‘Jd pada avat (2) dinvatakan lengkap, peniverahan Bantuan Sosial
dapat dilakukan.

Paragraf 8
Pelaporan dan Pertanggungjawaban

Pagal 63

Penerima Bantuan Sosial yang direncanakan herupa udng dan berupa barang
menyvampaikan laporan penggunaan Bantuan Sosial kepada Kepala SKPD/Unit
SKFPD.

Pasal 64

Bantuan Sosial vang direncanakan berupa uang dan berupa barang dicatat cleh
SKPD/Unit SKPD sebagai realisasi kelompok belanja operasi, jenis belanja
Bantuan Sesial, objek belanja Bantuan Sosial berupa vang/barang nincian abjek

dan sulb rincian objek.

Pasal 65

(1] Pertanggungiawabkan Pemerintah Daerah terhadap dokumen pembenan

Bantuan Sosial yang direncanakan meliputi:

a. usulan dari calon penerima Bantuan Sosial kepada Bupati;

h. Keputusan Bupati tentang penetapan daftar pencrima Bantuan Sosial;

¢, pakta intergritas dan penerima Bantuan Sosial yang menyatakan bahwa
Bantuan Sosial yang diterima akan digunakan sesuai dengan usulan,
bertanggung jawab penuh baik secara formal dan material atas
penggunaan Hantuan Sosial; dan

d. bukti transfer atas pemberan Bantuan Sosial berupa uang alau bukt
serali terima harang atas pemberian Bantuan Sosial berupa barang.
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(2] Pertanggungjawabkan Banty
secara  lormal

AN Sosial yang direncanalan oleh penerima
diteritnanya.

al atas penggunnan Bantusn Sosial yang

3] Pertan rigjawa

(3) dimglk::-: pild& ﬂ::nl';:ﬂﬂ;:illit;:l:irﬂmkn! yanp direncanakan sebagaimana

a. laporan PENERUNAAD Bantuan Sosial;

b. 311!"_“ pemyataan tanggung jawal vang menyaiakan bahwa Banluan
Eﬂsufly_ang diterima telah digunakan sesual dengan usulan; dan

c. bukti pengeluaran Yang lenglap dan =sah sesuai ketentuan peraturan
perundang-undangan bagi pererima Bantuan Sosial berupa uang atau

?ﬂlinﬂﬂ buleti serah terima barang bagi penerima Bantuan Sosial berupa
JATANE,

dan  materi

(4] Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a dan

huruf b disampaikar kepada Bupati melalui Kepala SKPD/Unit SKPD untuk
Bantuan Sosial berupa uang dan berupa barang,

Pertanggungiawaban sebagaimana dimaksud pada avat {3) huruf ¢ disimpan
dan dipergunakan oleh penerima Bantuan Sosial salaku objek pemeriksaan.
Pertangesungiawaban ﬂchaga_{mﬁna di'mal{sud pada ayat (4) disampaikan
paling lambat tanggal 10 Januari tahun anggaran berikutnya kecuali
ditentukan lain sesuai ketentuan peraturan perundang undangan.

(5)

(B)

Pasal 66

Kepala SKPD/Unit SKPD melakukan pemantauan dan evaluasi dalam rangka

percepatan penyampaian laporan penggunaan Bantuan Sosial sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 65 ayat (5]

Pasal 67

Realisasi Bantuan Sosial vang direncanakan dicantumkan pada laporan keuangan
Pemerintah Dacrah dalam tehun anggaran berkenaan.

Pasal 68

(1) Bantuan Sosiul yang direncanakan berupa barang yang belum diserahkan

kepada penerima Bantuan Sosial sampai dengan akhir tahun anggaran
ilap | i lalam neraca.

berkeniaan dilaporkan sebagai persediaan ¢ |

(2) Realisasi Bantuan Sosial yang direncanakan berupa barang dikonversikan
sesiial standar akuntans pemeriniahan pada laporan realisasi ANggAran dan
diungkapkan pada catatan atas lJaporan keuangan dalam penyusunan
laporan keuangan Pemerintah Daerah.

Bagian Ketign
Bantuan Sosial yang Tidak Dapat Direncanakan Sebelumnya
Parngial |
Penganggaran
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(1) Bantuan Sosial yang tidak
untuk kebutuhan akibag
saal penyusunan APBD.

Pen pgar ; . .
2} mmﬂ;’;u p:;& fiﬂ:nluan Eﬂma]‘ yang tdak terencana sebelumnya dapat
3 Rarnie SREDY & timasj atas kejadian tidak terencana tahun sebelumnya.
=) .P:li k apal mengusulkan estimasi ssbagaimana dimaksud pada
= [;] ehadla Kepala BPKAD sebelum KUA-PPAS/KUPA-PPAS-P ditetapkan
£ s;e'f:lum:;mti::k ] himmm Sasial yang tidak dapat direncanakan
. melebihi alokasi 5 :
direncanakan. PagU ‘mlokasi anggaran Bantuan Sosial yang

(5) P.:_-nganggamn Bantuan Sosial yang tidak dapat direncanakan sebelumnya
dianggarkan dalam Belanja Tidak Terduga.

_ dapat Fl':r:nt:anakan sebelumnya dialokasikan
risikc sosial yang tidak dapat diperkirakan pada

Paragraf 2
Pengusulan

Pasal 70

(1] Kepila SKPD terakit enyampaikan usulan permintaan atas Bantuan Sosial
vang tidak dapat direncanakan sebhelumnya kepada Bupati dengan tembusan
hepala BPRAD secara tertulis.

(2) Ketentuan mengenai verifikasi kelenghapan, keabsahan dan kelayakan
usulan Hantuan Sosial vang direncanakan sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 47 sampai dengan Pasal 50 berlaku sscara mutatis mutandis terhadap
gsilan  permintaan  Bantuan Sosial vang tidak dapat direncanakan

sebelumnya

Paragral 3
Pencairan dan Penvaluran

Pasal 71

(1] Usulan Kepals SKPD/Unit SKPD lerkait  sebagaimana dimaksud

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 ayat (1) dilakukan dengan tata cara

sebagai benkut® |
b, Hg;-pala SKPD/Unit SKPD mengajukan Rencana Kebutuhan Belanja

i daerah selaku BUD;
kepada pejabat pengelola keuangan : ‘ |
c FP[:.'D s:t.:hu BUD melakukan verifikasi dan mencairkan BTT k:;:ru.ada
Kepala SKPD terhitung sejak diterimanya RKB dengan_memperhankan
ketersedinan, prioritas penggunaan angparan BTT dan kemampuan

keuangan Daerah:
(2] RKB sebagaimana dim
hesaran Bantuan Sosial,
(3] Berdasarkan hasil verifikasi R
anggaran BTT dan kemampuan Keu

aksud pada avat (1] memudl pama, alumat, dan

KB dengan ketersediaan, prigritas penggunaan
angan daerah, BPKAD selaku PPKD
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L“:Ei’;imh‘:e::::;;?xd';:znn Sun?t Permintann Pembayaran, Surat
rekening bank Bendaharg Pengrlu:i? i Terduga untuk ditranafer ke
SKPD/Unit SKPD. 1/Bendahara Perigeluaran Pembantu
I onnalon st i K
SLr;a'l-'EﬂEUB;i d:ga::u;}gi;a::ﬁilnuliﬂmdurkcluﬂfﬂ“ penerima Bantuan
(51 Dalam hal masih terdapat Bantuan Sosial tidak danat disslurk '
dengan RKB, atas sisa Bantyan Sasial tersebut diszln:::m ke Hl:t:..f;n o

Pasal 72

Dana,
Bel

alurkan Hantuan Sosial

Kepala SI{PD{ Unit SKPD bertanggung Jawab penuh secara formal dan material
t:rhﬂﬂi;iP o anldan penyaluran belanja Bantuan Sosjal yang tidak direncanakan
dan RKB sebagaimana dimaksud sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71.

Pasal 73

Dalam hal keadaan mendesak atay daryrat bencana, pencairan dan penyaluran

Bantuan Sosial yang tidak dapat direncanakan sebelumnya dilaksanakan sesuai
dengan ketentuan peraturan perundarig-undangan.

Paragral 4
Pelaporan dan Pertanggungjawaban

Pasal 74

(1] Bendahara Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran Pembantu SKPD/Urnit
SKPD mencatat penerimaan dan penyaluran Bantuan Sosial vang tidak dapat
direncanakan sebelumnya pada buku kas umum khusus untuk Bantuan
Sosiul vang lidak dapat direncanakan sebelumnya.

{2} Bendahara Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran Pembanmu SKPD/Unit
SKPD melakukan tutup Buku Kas Umum Khusus Bantuan Sosial.

(3] Bendahara Pengeluaran/Bendahara Pengelunran Pembantu SKPD/Unit
SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) melaporkan pertanggunglawaban
kepada Kepala SKPD/Unit SKPD paling lambat 5 (hma) han kena setelah
Bantuan Sosial selesai disalurkan.

Pasal 75

Pertanggungjawaban Kepala SKPD/Unit SKPD atas pemberian Bantuan Sosial

yang tidak dapat direncanakan mel[pt_ui :

8. laporan penggunaan Bantuan Sosial;

b. Surat pernyataan tanggung jawab yang men ®
yang diterima telah digunakan sesuai dengan usulan; dan

yatakan bahwa Bantuan Sosal

Je
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¢, bukti pengeluaran

yang lengkap dan ,
periindang- P sah scsuai ketentuan peraturan

e u“'?mﬂﬁf‘ bagi Fﬁnll:r‘cmn Bantuan Sosial berupa uang atau salinan
bukli serah terima barang bagi penerima Bantuan Sosial berupa barang,

Pasal 76

Realisasi Belanju Tidak Terduga untuk Bantuan Svsial yang tidak direncanakan

sebelumnya dicantumkan pada laporan keuangan Pemerintah Daerah dalam
tahun anggaran berkenaan.

BABR VY
MONITORING DAN EVALUASI
Pasal 77

(1) SKPD/Unit SKPD terkait melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala
atas pemberian Hibah dan Bantuan Sosial

(2) H_asjl mﬂnimﬁng dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
disampaikan kepada Bupati dengan tembusan kepada Inspektorat.

Pasal 78

Hasil monitonng dan evaluasi pemberian Hibah dan Bantuan Sosial menjadi

bahan pertimbangan pemberan Hibah dan/atau Bantuan Sosial tahun
berikutnya

BAB VI
LARANGAN

Pasal 79

(1] Setiap penerima Hibah atau Bantuan Sostal dilavang:

a. rﬁengalihkan dena Hibah atau Bantuan Sosial yang diterima kepada
pihiak lain di luar usulan atau proposal;

b, tidak menggunakan dana Hibah sesuai dengan proposal vang diajukan;
fdan/atau

¢. menggunakan dana Hibah di luar kegiatan sesuai dengan proposal yang
diajukan. _

(2) Setiap penerima Hibah atau Hantuan Sosial yang melanggar ketentuan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi berupa
mengembalikan dana Hibah atau Bantuan Sosial yang diterima kepada
Pemerintah Daerah dergan cara disetor ke rekening kas daerah.

(3) Dalam hal penerima Hibah atau Bantuan Sesial tidak mengembalikan dana
Hilkah atau Bantuan Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikenakan
sanksi penundaan dan/atau penolakan dalam pengajuan usulan dan/atau
penieairan Hibah atau Bantuan Sosial pada pengajuan atau usulan
berilcuinya.

31
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BAR v

RETENTUAN PERALIHAN

enyaluran Hisak ' tkasi Usulan,
diproses tetapi belum selesaj, tbah dan Bantuan Sosial yang sudah

L

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 81

Pada saal Peraturan Bupati ini mulai b
Nomeor 19 Tahun erlaku,

Penatausahaan,

i Peraturan Bupati Banggai

tEnt:?Lng Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan
: _Fertamggung]awaban dan Pelaporan serta Monitoring dan
Evaluasi Pemberian dana Bantuan Subsidi, Hibah, Bantuan Sosial dan Bantuan

Keuangan vang bersumber dar Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Kabupaten Banggai, dicabut dan dinvatakan tidak berlaku.

Pasal 82
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tangegal diundangkan.

Agar sctiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundaongan Peraturan
Bupati imi denpgan penempatannya dalam Berta Daeral Kahupaten Banggai.

Ditetapkan di Luwulk
pada tanggal 23 Mei 2022

NGGAIL,

Diundangkan di Luwuk A3
pada tangpal 23 Mei 20:2 o=

H

A/ DAERAH KABUPATEN BANGGAI TAHUN 2022 NOMOR 2645

Dipindal dengan CamScanner



1-

LAMPIRAN

PERATURAN By PATI BANGGAI

2

';E'l‘f'- CARA PEMBERIAN DAN
RTANGGUNGIAWABAN HIBAH DAN
BANTUAN SOSIAL

FORMAT 1:

SURAT USULAN BANTUAN SOSIAL DARI INDIVIDU,
KELUARGA DAN MASYARAKAT

Yth. Bupati Banggal
di -
Luwuk
Saya yang bertanda tangan di bawah ini -
Nama
No. KTP
Pekenjaan
Alamat

Dengan ini sayva mengajukan usulan Bantuan Sosial sehesar Rp ...
(terbilang] kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Banggai dengan
maksud dan tujuan sebagai berikut

Bersama Surat ini saya lampirkan dokumen sebagal persvaratan
pembenan Bantuan Sosial dimaksud.

Demikian saya sampaikan, atas perkenannya saya ucapkan terima
lkasih.

[NAMA JELAS)

Tembusan :
1. Kepala SKPD/Unut SKPD terkait t
2. Kepala Bappeda Kabupaten Bangea
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FORMAT 2:

KOP SURAT (PENGUSUL HIBAH/ BANTUAN SOSIAL)

SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama

No. KTP

Alamat

Jabatan

Nama Lembaga
Alamat Lembaga :

Saya selaku Ketua/Pimpinan/Kepala” ....... (Lembaga Pemohon
bantuan), dengan ini menyatakan bahwa :

1. Bertanggung jawab sepenuhnya terhadap kebenaran data yang
diajukan di dalam surat usulan/propesal bantuan untuk Tahun
Anggaran ... dan apabila di kemudian hari lernyata ditemnukan
data vang tidak benar maka Saya siap bertanggung jawab dan
menanggung segala konsekuensi hukum yang timbul.

2. Apabila Sava mendapatkan bantuan dan Pemerintah Kabug?atcn
Banggai, akan menggunakan Bantuan Sosial/Bantuan Hibah™

sesuai  dengan Proposal dan  bertanggung jawab atas
penggunaannya secara formal dan materiil.

Demikian Surat Pernvataan Tanggung Jawab ini Saya buat dengan
sebenar-benamya tanpa ada unsur paksaan, untuk dapat
dipergunakan sebagaimana mestinya.

Luwuk, ...... T
(NAMA JABATAN)

(meterai Rp10.000)

(NAMA JELAS)

Dipindal dengan CamScanner



FORMAT 3:

ﬂKfﬂ.PAN ADMINISTRAS]
ferima Bantuan)

TAHUN ANGGARAN ..

NOMOR ...
Pada hari ini .......__ tan
---» tAnggal bulan
) ) ¥ang bertanda tangan di bawah ini: - {
= —— —
o Nama Jabatan Dalam Tanda Tangan |
I R, e (B "
e = 3 4

|
Berdasarkan Surat Tugas Kepala (nama SKPD/UNIT SKPD. terkaif

H'um?r. .- Tanggal ... Bulan .... Tahun telah melakukan penelitian
administrasi terhadap: '

Nama (Lembaga)
Alamat [Lembagaj

Nilai usulan PRpe . fterbilang)

Dengan hasil sebagai berilkut:

Ma, Data Administrasi Ada T:i;k Keterangan
A | Kelengkapan proposal usulan
Hibah/Banses =
. |Identitas dan alamat pengusul
2. | Latar belakang _IF |
3. | Maksud dan tujuan | )
" 4. | Rincian rencana  kegiatan  (jadwal
 pelaksanaan kegialan)
5. Rincian rENCANA penggUnAAD
| Hibuh/Bansos (rncian anggaran biaya) | 1
Ne. | Data Administrasi ArluTTE": Keterangan

o = ;
| B.1. | Dokumen Administiast’

1. | Folokopi Kartu Tanda Penduduk
Ketua /Pimpinan m{ml::;lﬂ kf!:lhuﬂl atau
organisasi kemasyarakaiafl, i
7. | Fotokopi Akia Notarls pendirinn badan
huleum yang  lelah mentnpal

fentang
organisasi/lembagd atal dokiimen lain

| yang dipersamakan

Dipindal dengan CamScanner



4.

- —— e

e —

_F":"ﬂl'.t_? i Nﬂmf_"- Pha b .
Fotokupi surmt ek WA Vi1~

el h -
 Lurah/Kepaln | ry__g:’““wm dominilf figy | '

=
g
5
3
g
£}
=
I
3

s iad, (il
sertillkng oy ooenang |

i
:é:.

kepemilikan tangly el AL LT R e— S
| yang dipersamaka MR dokumen 1ajn
s TR T ——

pengusulan bermo ey - .
Salinan rekening i, L Ekup |

“h —— — i - 3, - —— — - 1
olelr Pemerintaly ﬁn:ml:n;ﬁn:h:tnﬂ:k |
aktil ntas noumag badan, Tenmlanpy :1':1111:
organisasi knmn'sgmrnltnlnn ntuk
Hibah berupa uang ’

q9. [fmu]mpi SK Htmh- Tt __l

dokumen yang dipersamaka
4 — L i
10. | Bantuan ymL_pg____m_

B pernah diterima tahun I |
sebelumnva (apabila ada, tanda terima i

laporan pe ranggungjawa bin) [ ]

=

=

Mo, | Data Administrasi Ada Tm {“ﬂﬂﬂﬂlﬂﬂ
B.2. | Dokumen Administrasi' LU s

I. | Fotokopi Karnu Tanda Penduduk Ketun 1 ) .|
Aalau nama lain . |
2. | Fotokopi keputusan pembentukan/ ' '
pendirian organisasi oleh pejabat yang
berwenang  vang  telah  mendapat
pengesahan  dar Kementerian  yang
membidang uriusan agama Kabupaien
' /Kola - -
~ 3. | Folokopi surat kelerangan domisili dari .
Lurah/Kepala Desn setempit |
4. | Surat pernyataan  tanggung  jawab

a

mgusulan bermeéternl cukup |
_gtnilmm rekening bank yang ditunjuk
aleh Pemerintah Doerah vang masih
aktif atas nama badan, lembaga alau
organisisi  kemasyarakalan untuk
: eruipi LANg _
0. ;i::rlf::nmnl_v:?r? pernah diterima tahun |
sebelumnya |apabile_ ada, tnddn terima
lnporan pertanggungiawaban) 1 — —* -

Dernilcian Berita Acara ini dibuat dengan sebenar-benamya dan

i iy
untuk dapat dipfrgunnkan gebagaimana mesuny

KETUA TIM VERIFIKASL

[(NAMA JELAS)
NP, ..oossiesarisansss

7 aynt 14):

o Pasil
Keternngan: TKhusus T4 | 8 ayat (1)

s usus Pasi

Dipindal dengan CamScannear



FORMAT 4

BERITA ACa
: RA HAsL PENINJAUA
Ama Lembaga Pargy i

Pada hanini ... .. tan

—

No. | Nama ——

1 2 —— o Tim

e — 3

|

Berdasarkan Surat Tugas Kepala (nama SKPD/UNIT SKPD terkaif

Nomor ... Tanggal ... Bulan ... Tahun telah melakukan peninjauan
Japangan terhadap:

Nama [Lembaga)
Alamat ({Lembaga)

Nilai usulan CRP e fterbilang)

Dengan hasil sebagai berikut:

| Tirlak

No. | Data Lapangon Seatial | o 10HF | Keterangan
A, Kelengkapan  proposal  usulan

Hibah/Bansos
I, | Itlentitas dan alamat pengusil
2. | Lawr belnkang |
3. | Muksud dan tujuan n

"Rincinn rencana  kegiatan  (jadwal
selaksanaan kegiatan)

5. [Ripcian  rencana  penggunaan

Hibah/Bansos (nincian  BOREATARN

-
el
x

| |
lhm_u,rnj
1 Fﬁdﬁ. Kelerangall
No. Data Lapangan Ada | adq
' = —--—-—'—'_'_'__._— T lese—ot
'A.1 | Dokumen Administrasi’ Sl e e
1. | Kartu Tanda : :;Fﬂufmf':
Ketua/Pimpinan badar, ETajﬁ‘ n
prganisast hcma.t:-*.;ﬂ : uﬁdﬂn hukua_____—.__-d__———ﬂ
2. | Akta Notaris pendinan b= i
yang telah mendapal P’Eﬁcmhi"ma o | |
| Kementerian yang mthL—'—“
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6.

pcmbcntukaJ-E organisasi flcmha;ntang
dokumen lain yang dipe Mtau
(aslinya) ‘makan?

domisilj 3
Lurah/Kepala Desa setem daii

t 4 (asli
Izin operasional/tanda dafi aslinya

5 C ar le y
_dan instansi yang berwenane 4 azjt:f
Sertifikatl  tanah/bukt kepemilikan
tanah  atau  dokumen i

dipersamakan TR

Surat pernyataan tanggung jawabh

hukum dan hak asag; ;oim—o——
Keputusan Eupatim““"mﬂ atay [ T

Nomor Pokok Wajib Pajak = raai——

ik 7 faslinya) |
Sural  keterangan Slinya

e

pengusulan  bermeterai  cukup
[aslinya)

Salinan rekening bank yang ditunjuk
oleh Pemerintah Daerah vang masih
akufl atas nama badan, lembaga atau

organisasi  kemasyarakalan untuk
| Hibah berupa uang " |aslinya)

0. | SK Kepengurusan atau dokumen yang

dipersamakan 1 (aslinya)

10.

| Bantuan yang pernah diterima tahun
sebelumnya {apabila ada, tanda lerima
| laporan pertanggungjawabanj ' (aslinya)

=l

Demikian Berita Acara ini dibuat dengan sebenar-benamya dan
untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

PENGUSLUL HIBAH KETUA TIM VERIFIKASI,
LAS ) (NAMA JELAS]
FRAMAIE NIP. .cannersmsesnansens
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FORMAT 9:
SURAT PEMBERITAHUAN H
ASIL VER
SOSIAL DALAM BENTY IFIKASI Hig
K UANG, Bp AH/BANTUAN
» BARANG ATAy
ASA)
KOP SKPD/UNT spp

Nomaor
Sifat F asmarersabagy g ey s D
LamPiran ¢ ..o, Yth, Femohon Hibah/Bantyan
Hal : Surat pemberitahyan '

hasil Verifikasi Hibah
/Bantuan Sosial'l

5

Hihahf;::x:fa;uni&[:m:}gan Ff':'_"“ﬂhﬂnﬂn D

: : yang diajukan kepada Bupati
Banggai sesuai Surat Saudara Nomor Tangeal ... Hal
... dan setelah dilakukan penelitian administrasi dan
peninjauan  lapangan, dengan ini disampaikan
permohonan  hibah/bantuan  sosial  sebagaimana
dimaksud tidak dapat diproses atau dikurang menjadi Rp.
**]. Atas pengurangan tersebut untuk menyampaikan
Rencana Pengeunaan Hibah/Bantuan Sosial *).

Demikian disampaikan dan atas perhatiannva
diucapkan terima kasih.

Kepala SKPD/UNIT SKPD.,

(Nama Jelas)

Tembusan Yth ¢
1. Bupati Banggai di Luwtk
2 Sekretaris Daerah Knbupalen

Aanggni Selaky Ketan TAFD

Catatan: . rosrs)
*) pilih salah satu **) apabila dito

apabiln dikurangi (atau dikurang

jak (tidak dapat dip
menjadi Biy e |
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FORMAT 6:
DAFTAR NAMA pg
ALOKASI HIBANH /
[ No Nama Penerima
_—-___—_'___‘———__
L — —_— |

NER[MA, ALA
AMA
BANTUAN 3 Usr DAN BESARAN

___________________________

------------------------------
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FDRM.HT 7
SUEﬂT FERMGHGN!’;N FEN&N DATANG
ANAN
NOmMOr  feeveeni, HIBAH BERypA UANG
Sifat e, .
. boetavncia,.,. 20
Lampiran .. Yth. Kepaja SKPD /Ui
_ ; §)
Hal : Permohonan Penapj,. (nama s}{m;'u:i?:; D
tanganan NPHD 4., Di 0
(nama pemohon hihaﬂi Pl

Sehubungan den
Nama
Alamat

Nominal Sebesar - Rp ... fterbilang)

dengan ini dis‘f-’fmpﬂikﬂn Rincian anggaran biaya/rencana
penggunaan hibah definitil telah sesuai dengan rincian
anggaran biaya/rencana penggunaan hibah yang
direkomendasikan oleh (Nama SKPD/UNIT SKPD ),
Berkenaan dengan hal tersebut, kami mohon untuk
dapat dilaksanakan penandatangan Naskah Perjanjan
Hibah Daerah (NPHD| sesuai dengan ketentuan yang
tercantum dalam Peraturan Bupati Banggai Nomor ..
Tahun ... tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan
dan Penatausahaan, Pelaporan dan Pertanggungjawaban
serta Monitoring dan Evaluasi Hibah dan Bantuan Sosial.

Demikian surat permohonan penmxﬂamngin@
NPHD ini disampaikan, Aatas perkenaan dan kefd

. : ih.
samanva diucapkan terima kas CENERIMA HIBAH.

[NAMA JELAS)

Dipindal dengan CamScanner
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FORMAT 8
BENTUK PERTIMBANGAN TApp

Nomor :
Lampiran :
Hal  : Hasil Pertimbangan TAPD
Permohonan Belani Kepada
13 Hibah dan Ran
' 08 Yth, Bupati Bangga:
ERaA

-

LL‘quI{‘

Luwuk

Sesuai dengan Peraturan Bupati Banggal Nomar
Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan l"cna“
Pertanggungiawaban serta Monitoring dan
Bantuan Sosial, serta memperhatikan hasii evaluasl Permohonan belani
hibah dari SKPD terkait, kami telah melakukan penelaahan discsuaik:::
dengan kemampuan keuangan daerah dan mempertimbangkan priaritas

pemenuhan  belanja urusan wajib yang ditetapkan dalam peraturan
perundang-undangan,

Tahun oo lENtANg Tata
lausahaan, Pelaporan dan
Evaluasi Belanja Hibah dan

Berdasarkan hasil penelaahan tersebut, kami melaporkan bahwa evaluasi

pertimbangan TAPD permohonan  belanja hibah adalah sebagaimana
terlampir.

Atas perkenan dan persetujuan Bapak di ucapkan terima kasih.

SEKRETARIS DAERAH SELAKU
KETUA TIM ANGGARAN
PEMERINTAH DAERAH
KABUPATEN BANGGAL

........
...........
----------
----------

Dipindal dengan CamScanner



KOP PERANGKAT DAERAH

NASKAH PERJANJIAN HIBAH DAERAH (NPHD)
Nomor : )

Antara
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